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ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015
Dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten Kudus yang Agamis Berdasarkan Prinsip
Good Governance” ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2015, dan untuk mengetahui kendala-kendala pelaksanaan
peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 dalam rangka mewujudkan Kabupaten
Kudus yang agamis berdasarkan prinsip good governance.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
sosiologis. Dalam hal teknik pengumpulan data penulis. menggunakan data
primer dan data sekunder. Setelah data diperoleh maka disusun secara
sistematis, kemudian dianalisa sehingga memperoleh kejelasan dari permasalahan
yang dibahas. Selanjutnya, disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Hasil penelitian yang diperolen adalah bahwa pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2015 dalam rangka mewujudkan Kabupaten Kudus yang
agamis berdasarkan prinsip good governance bahwa Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2015 Kabupaten Kudus Tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam,
PUB, dan Penataani Hiburani Karaoke syarat dengan tindakan diskriminatif,
mengingat tidak semua masyarakat di Kabupaten Kudus merupakan orang yang
beragama islam, selain itu Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 Kabupaten
Kudus tidak terdapat prinsip kesetaraan dan partisipasi. Kesetaraan yang dimaksud
adalah persamaan hak-hak yang dimiliki individu untuk memperoleh penghidupan
yang layak dan hak untuk bekerja sesuai bidang masing masing. Partisipasi yang
dimaksud adalah tanpa melibatkan pengusaha karaoke demi tujuan pelaksanaan
prinsip good governance.

Kendala-kendala yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor
10 Tahun 2015 Kabupaten Kudus untuk menjadikan Pemerintah Kabupaten Kudus
yang good governance terdapat pada pemerintah, penegakan hukum dan budaya
masyarakat Kabupaten Kudus.

Kata Kunci : Good Governance, Hiburan Karaoke.
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